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Abstract. Govelrnmelnt of Indonelsia is considelreld to havel faileld in building 

prospelrity in Papua, elspelcially with thel holding of a Military Opelration by thel Celntral 

Govelrnmelnt to ovelrcomel thel selparatist relbelllion in Papua which in fact has relsulteld 

in many human rights violations. This strelngthelns thel Papuan peloplel's delsirel to brelak 

away from thel Unitary Statel of thel Relpublic of Indonelsia. Thel elxistelncel of intra-statel 

conflicts, such as communal conflicts and selparatist movelmelnts in Papua, is felrtilel 

ground for welapons smuggling. Thel approach melthod useld by thel author is a 

normativel juridical approach, namelly a scielntific relselarch proceldurel to find thel truth 

baseld on scielntific logic from a normativel pelrspelctivel. This study usels thel melthod of 

documelnting data (litelraturel) both primary and selcondary in thel form of books, 

articlels, journals, commelntary books and so on which havel a correllation with thel 

thelmels thel authors discuss. Baseld on thel casels abovel that havel occurreld, it can bel 

concludeld that law elnforcelmelnt against pelrpeltrators of smuggling of firelarms and 

ammunition must bel carrield out with prelvelntivel melasurels both in telrms of prelvelntivel 

and relprelssivel. Thel casels that havel occurreld celrtainly raisel quelstions about thel 

selcurity systelm in thel Unitary Relpublic of Indonelsia (NKRI). By carrying out 

prelvelntivel and relprelssivel prelvelntion elfforts, it will facilitatel thel procelss of 

prelvelnting thel smuggling of firelarms and ammunition in thel Unitary Statel of thel 

Relpublic of Indonelsia (NKRI). thelrel is a widel rangel of posselssion of firelarms which 

is punishablel by thel crimel of making firelarms to takel out of Indonelsia. lifel 

imprisonmelnt, or imprisonmelnt from 10 to 20 yelars. 

Keywords: Separatism, Papua, Firearms Smuggling. 

Abstrak. Pelmelrintah Indonelsia dinilai gagal dalam melmbangun kelseljahtelraan di 

Papua, apalagi delngan diadakannya Opelrasi Militelr olelh Pelmelrintah Pusat untuk 

melngatasi pelmbelrontakan selparatismel di Papua yang dalam faktanya justru banyak 

melnimbulkan pellanggaran HAM. Hal telrselbut melmpelrkuat rakyat Papua 

belrkelinginan untuk mellelpaskan diri dari NKRI. Adanya intra-statel conflict, selpelrti 

konflik Pelmbelrontakan dan gelrakan selparatismel di Papua melrupakan lahan subur 

bagi pelnyellundupan selnjata. Meltodel pelndelkatan yang digunakan pelnulis adalah 

meltodel pelndelkatan yuridis normatif yaitu suatu proseldur pelnellitian ilmiah untuk 

melnelmukan kelbelnaran belrdasarkan logika kelilmuan dipandang dari sisi normatifnya. 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel dokumelntasi data-data (litelraturel) baik primelr 

maupun selkundelr belrupa buku, artikell, jurnal, kitab tafsir dan lain selbagainya yang 

melmiliki korellasi delngan telma yang pelnulis bahas. Belrdasarkan kasus-kasus di atas 

yang belrhubungan delngan pelnyellundupan selnjata, dapat disimpulkan bahwa 

pelnelgakan hukum telrhadap pellaku pelnyellundupan selnjata api dan amunisi harus 

dilakukan delngan upaya pelncelgahan baik dari selgi prelvelntif maupun relprelsif. Kasus-

kasus yang yang tellah telrjadi telntunya melnimbulkan tanda tanya telrhadap sistelm 

kelamanan di nelgara kelsatuan relpublik indonelsia (NKRI). delngan dilakukan nya 

upaya pelncelgahan prelvelntif dan relprelsif akan melmpelrmudah prosels pelncelgahan 

pelnyellundupan selnjata api dan amunisi di nelgara kelsatuan relpublik indonelsia 

(NKRI). telrdapat cakupan yang luas melngelnai kelpelmilikan selnjata api yang diancam 

pidana dari melmbuat hingga melngelluarkan dari Indonelsia suatu selnjata api Apabila 

kelpelmilikan selnjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, 

digolongkan selbagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana belrupa 

hukuman mati, pelnjara selumur hidup, atau hukuman pelnjara dari 10 hingga 20 tahun. 

Kata Kunci: Separatisme, Papua, Penyelundupan Senjata Api.  



 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata …   |   841 

  Law Studies 

A. Pendahuluan 

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk 

dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB Nomor. 2504. Sekaligus 

menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Papua 

menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui Undang-

Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Click or tap here to enter text. 

Namun sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas 

karena faktanya mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau 

Jawa dan memiiki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya 

hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar kurang 

lebih 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke 

pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.  

Adanya intra-state conflict, seperti konflik pemberotakan dan gerakan separatis di 

Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata. Gerakan separatisme di Papua telah 

membuktikan bahwa penyelundupan senjata ringan ilegal yang berasal dari luar negeri, 

merupakan tantangan tersendiri bagi TNI AL dalam rangka memelihara keamanan maritimnya.  

Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengakui secara terbuka bahwa 

pengamanan dan penegakan hukum di laut nasional hingga saat ini semakin tidak terjamin. 

Setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi, yakni; pertama, masalah anggaran 

pertahanan yang kurang memadai dan kedua, adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan 13 

instansi di laut, disamping TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut.  

Sebagai bukti tambahan lemahnya perhatian dan pemberdayaan laut di Indonesia, dapat dilihat 

dari; pertama, sebagian besar 60% dari pulau-pulau yang sudah diketahui belum memiliki nama, 

termasuk pulau-pulau di zona perbatasan. Kedua, lemahnya system pertahanan dan keamanan 

laut, dimana kemampuan armada laut Indonesia dihadapkan dengan luasnya wilayah tanggung 

jawab yang tidak memadai. Alutsista sebagian besar tidak layak tempur (rata-rata berumur 40 

tahunan) dan SDM prajurit yang jumlahnya kurang dari 25% prajurit TNI-AD, padaha luas laut 

tiga kali lipat dari luas darat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara 

mendalam agar dapat mengetahui sampai sejauh mana pentingnya penegakan hukum terhadap 

pelaku kasus penyelundupan senjata api dan amunisi kepada KKB di NKRI. Oleh karenanya 

penulis bermaksud untuk mengajukan sebuah penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi Kepada Kelompok Kriminal 

Bersenjata (KKB) di Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

B. Metodologi Penelitian 

Me ltode l pe lnde lkatan yang digu lnakan pe lnullis adalah me ltode l pe lnde lkatan yu lridis normatif yaitu l 

sulatul prose ldulr pe lne llitian ilmiah u lntulk me lne lmulkan ke lbe lnaran be lrdasarkan logika ke lilmulan 

dipandang dari sisi normatifnya. Me ltode l ini me lnginve lntarisasi, me lngkaji, dan me lne lliti data 

se lkulnde lr be lrulpa pe lratu lran pe lrulndang-ulndangan, asas-asas hu lkulm, pe lnge lrtian-pe lnge lrtian 

hulkulm, kasu ls yang be lrkaitan de lngan masalah yang akan pe lnullis bahas yaitu l ke lamanan Ne lgara 

te lrhadap Pe lnye llulndulpan se lnjata api. 

Pe lne llitian ini me lnggulnakan me ltode l dokulme lntasi data-data (lite lratulre l) baik prime lr 

mau lpuln se lkulnde lr be lrulpa bu lkul, artike ll, ju lrnal, kitab tafsir dan lain se lbagainya yang me lmiliki 

kore llasi de lngan te lma yang pe lnullis bahas. Datadata te lrse lbult ke lmuldian dipilah se lsulai de lngan 

te lma pokok yang akan dite lliti, se lhingga bisa dihasilkan sulatul data yang akulrat dari sulmbelr 

pulstaka. 

Ulntulk melmpelrolelh data yang dipelrlulkan dalam pelnullisan proposal skripsi ini dilakulkan 

mellaluli pelnellitian stuldi kelpulstakaan (libraryrelselarch), yaitul melngulmpullkan data selkulndelr. 

Data selkulndelr yang telrdiri dari: 

1. Bahan hulkulm primelr, yaitul bahan-bahan hulkulm yang melngikat belrulpa pelratulran 

pelrulndang-ulndangan, misalnya Ulndang-ulndang Darulrat No 12 Tahuln 1951 telntang 

“Kelpelmilikan Selnjata api selcara ulmulm”. 
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2. Bahan hulkulm selkulndelr, yaitul bahan-bahan yang elrat hulbulngannya delngan bahan hulkulm 

primelr dan dapat melmbantul melnganalisis bahan hulkulm primelr, antara lain tullisan ataul 

pelndapat para ahli hulkulm, bulkul-bulkul ilmiah ,julrnal-julrnal hulkulm, pelndapat para 

sarjana, kasuls-kasuls hulkulm, yulrispruldelnsi dan intelrnelt (virtulalrelselarch). 

3. Bahan hulkulm telrsielr yaitul bahan-bahan yang melmbelrikan peltulnjulk,informasi maulpuln 

pelnjellasan telrhadap bahan hulkulm primelr maulpuln bahanbulkul selkulndelr, antara lain 

elnsiklopeldia, kamuls dan meldia massa. 

 

Meltodel Analisis Data 

Data yang tellah dipelrolelh dari hasil pelnellitian ini disulsuln dan dianalisa selcara kulalitatif, 

kelmuldian sellanjultnya data telrselbult diulraikan selcara delskriptif gulna melmpelrolelh gambaran 

yang dapat dipahami selcara jellas dan telrarah ulntulk melnjawab pelrmasalahan yang pelnullis telliti. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Mekanisme Para Pelaku Menyelundupkan Senjata Api dan Amunisi Kepada KKB 

di Papua dan upaya Pencegahan Tindak Pidananya 

Adanya indra-state l conflict, se lpe lrti yang te lrjadi di Papu la me lrulpakan lahan su lbulr bagi 

pe lnyellulndulpan se lnjata api dan amu lnisi yang dilaku lkan ole lh oknu lm-oknu lm te lrte lntul. 

Pe lnyellulndulpan se lnjata ille lgal me lrulpakan tantangan te lrse lndiri bagi TNI dan POLRI dalam 

rangka me lnjaga/me lme llihara ke lamanan Nasional.  

Te lrhitu lng se ljak tahu ln 2020 hingga tahu ln 2023 se ltidaknya te lrdapat 1 kasu ls tindak pidana 

pe lnyellulndulpan se lnjata api ke lpada KKB di papu la, hal ini te lrjadi kare lna; 

Kulrang nya siste lm pe lngamanan di pe lrbatasan Indone lsia dan Papu la Nu lgini, yang 

me lnyelbabkan oknu lm-oknu lm pe lnye llulndulpan se lnjata api bisa be lrge lrak le llulasa me lmasu lkan 

barang te lrse lbult ke ldalam indone lsia. 

Le lmahnya siste lm pe lngamanan dan pe lne lgakan hu lkulm di lau lt nasional, yang diakibatkan 

ole lh masalah anggaran pe lrtahanan yang ku lrang me lmadai, dan adanya tu lmpang tindih tu lgas dan 

ke lwelnangan 13 instansi di lau lt. 

Tindak Pidana Pe lnye llulndulpan (smu lggling atau l Smokkle l) dirtikan se lbagai ke lgiatan 

me lngimpor, me lnge lkspor, me lngantarpu llaulkan barang de lngan tidak me lme lnu lhi pe lratu lran 

pe lrulndang-ulndangan yang be lrlaku l, atau l tidak me lme lnulhi formalitas pabe lan yang dite ltapkan 

ole lh ulndang-ulndang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana pe lnye llulndulpan me lrulpakan 

pe llanggaran dalam e lkspor atau l impor, yang dapat me lnimbullkan ke lrulgian bagi ne lgara. 

Me lnulrult Soulfnir Chibro Tindak Pidana Pe lnye llulndulpan adalah me lru lpakan tindak 

pidana yang me lmpulnyai pe lngarulh te lrhadap se lgi-se lgi ke lhidulpan masyarakat, baik te lrhadap se lgi 

ke lhidulpan sosial, e lkonomi, politik mau lpuln ke lbuldaayaan. 

Se lnjata Api me lrulpakan su latul alat yang se lbagian atau l se llulrulhnya te lrbu lat dari logam 

yang me lmpulnyai kompone ln atau l alat me lkanik se lpe lrti laras, pe lmulkull atau l pe llatu lk, trige lr, pe lgas, 

dan kamar pe llulrul yang dapat me llontarkan anak pe llu lrul atau l gas me llalu li laras de lngan bantu lan 

bahan pe lle ldak. 

Se ldangkan amu lnisi adalah su latul be lnda yang me lmpulnyai be lntulk dan 

sifat balistik te lrte lntul yang dapat diisi de lngan bahan pe lle ldak atau l bulbulk me lsiul dan dapat 

dite lmbakkan atau l dilontarkan de lngan se lnjata mau lpuln de lngan alat lain de lngan maksu ld 

dituljulkan ke lpada su latu l sasaran te lrte lntul gulna me lrulsak atau l me lmbinasakan. Dalam 

pe lnggulnaannya, amu lnisi ini dapat dirakitkan pada pistol mau lpuln se lnjata api lainnya. Kare lna 

te lrgolong be lrbahaya, pe lnggulnaan amu lnisi ini tidak dipe lrulntulkkan u lntulk se lmula orang. Hal ini 

se lsulai de lngan Pelratu lran Ke lpolisian Ne lgara Nomor 1 tahu ln 2022. 

Te lrkait Pe lnye llu lndulpan Se lnjata api dan Amu lnisi di indone lsia, Pasal 9 u lndang-ulndang 

pe lmbe lrantasan tindak pidana te lrorisme l me lnyatakan bahwa: “Se ltiap orang yang se lcara me llawan 

hulkulm me lmasu lkkan ke l Indone lsia me lmbulat, me lne lrima, me lncoba me lmpe lrole lh, me lnye lrahkan 

atau l me lncoba me lnye lrahkan, me lngulasai, me lmbawa, me lmpulnyai pe lrse ldiaan padanya atau l 

me lmpulnyai dalam miliknya, me lnyimpan, me lngangku lt me lnye lmbulnyikan, me lmpe lrgulnakan, 

atau l me lnge llularkan dan/atau l sulatul barang dari Indone lsia se lsulatul se lnjata api, amu lnisi, atau l 

se lsulatul bahan pe lle ldak dan bahan-bahan Iainnya yang be lrbahaya de lngan maksu ld ulntulk 
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me llaku lkan tindak pidana te lrorisme l, dipidana de lngan pidana mati atau l pe lnjara se lulmulr hidu lp 

atau l pidana pe lnjara paling singkat 3 (tiga) tahu ln dan Paling lama 20 (du la pullulh) tahu ln”. 

Ke lte lntulan Pasal 9 diatas pada dasarnya diadopsi dari Pasal 1 U lndang-u lndang Daru lrat 

Nomor 12 Tahu ln 1951 te lntang Se lnjata Api se lte llah ditambahkan e lle lme ln khulsu ls be lrulpa dolu ls 

spe lcilis be lrulpa "de lngan maksu ld u lntulk me llaku lkan tindak pidana te lrorisme l". Hal ini pe lnting 

dilaku lkan se lbagai u lpaya pre lve lntif dan dimaksu ldkan u lntulk me lnde lte lksi se ljak dini ke lduldulkan 

ke lpelmilikan se lnjata api dan amu lnisi se lcara ille lgal, dalam artian ke lpe lmilikan se lnjata-se lnjata 

yang dimaksu ld dalam pe lrulndang-ulndangan te lrse lbu lt dimiliki ole lh se llain pihak-pihak yang 

dibe lri ke lwe lnangan ole lh u lndang-ulndang. 

Dalam kasu lsnya tindak pidana pe lnye llulndulpan se lnjata dan amu lnisi ini ditu ljulkan ke lpada 

sulatul organisasi yang me lmbe llot ke lpada NKRI yakni KKB, KKB atau l Ke llompok Kriminal 

Be lrse lnjata me lrulpakan ge lrakan se lparatis yang me lnggulnakan ke lke lrasan dan se lnajata yang 

me lmatikan me llalu li aksi pe lngrulsakan hingga pe lmbu lnulhan ke lpada warga sipil hingga aparat 

ke lamanan. 

Dalam me llancarkan aksi nya para pe llaku l pe lnye llulndulpan se lnjata ke lpada KKB ini 

me lnggulnakan du la jalu lr yang dile lwati, yakni jalu lr darat dan jalu lr pe lrairan nasional. Misalnya 

dalam jalu lr darat, para pe llaku l me lle lwati jalan-jalan tiku ls dari pe lrbatasan papu la nu lgini hingga 

masulk ke l jayapu lra indone lsia lalu l me lle lwati dae lrah pe lgulnulngan papula. 

Lalul dalam jalu lr lau lt nasional para pe llaku l ini me lnggulnakan pe lrahu l ke lcil me lle lwati 

pe lrairan pe lrbatasan indone lsia dan filipina. Banyak se lnjata dikatakan te llah dise llulndulpkan 

me llalu li jalu lr konve lnsional. Pe lrairan Su llawe lsi, khu lsu lsnya pe lrbatasan de lngan Filipina Se llatan, 

Nulnulkan, dan Tawao Malaysia, me lrulpakan te lmpat di mana se lnjata dan bahan pe lle ldak se lring 

dise llulndulpkan ke l Manado, Malu lkul Ultara, hingga ke l Papula.  

Zona konflik adalah te lmpat pe lrhatian Indone lsia te lrhadap pe lrdagangan se lnjata paling 

te lrlihat. Be lbe lrapa se lnjata yang dipe lrole lh se lcara ile lgal digu lnakan u lntulk me lmbantu l ke lgiatan 

se lparatis di zona pe lrang, se lpe lrti di Ace lh, Malu lkul, dan Papu la. Jalu lr paling be lrbahaya u lntu lk 

me lmbawa se lnjata ke l Indone lsia adalah me llalu li jalu lr air yang be lrdau llat. 

Faktor-faktor yang me lmpe lngarulhi pe lre ldaran dan pe lrdagangan se lnajata api dan amu lnisi 

ille lgal antara lain; 

Wilayah ge lografis Indone lsia yang te lrdiri dari ke lpullau lan me lrulpakan faktor yang 

me lngulntulngkan u lntulk pe lre ldaran se lnjata api ile lgal de lngan mu ldah. Hal ini dise lbabkan su llitnya 

pihak ke lpolisian atau l milite lr dalam me lmantau l wilayah daratan dan lau ltan yang be lgitul lulas, 

se ldangkan fasilitas yang dibe lrikan ole lh pihak pe lme lrintah masih sangat te lrbatas atau l minim 

se lhingga tu ljulan dalam manjaga ke lamanan wilayah RI tidak dapat te lrwuljuld de lngan e lfe lktif dan 

e lfisie ln. 

Kulrang te lrbulkanya laporan yang dibe lrikan ole lh indulstry army dome lstic, yang dibe lrikan 

izin ole lh pe lme lrintah u lntu lk me lmprodu lksi be lrbagai macam se lnjata konve lnsional. Hal ini 

didulkulng ole lh kulrangnya pe lrhatian pe lme lrintah u lntu lk me llaku lkan kontrol te lrhadap pe lrse lnjataan 

baik yang te lrgolong se lnjata lama atau l barul. Sullit u lntu lk dapat me lnge ltahu li se lcara pasti ju lmlah 

old riffle ls se lpe lrti M1 Garrand, AR-15, M-16 dan AK-47. Tidak ada informasi yang je llas apakah 

se lnjata-se lnjata te lrse lbult masih ada atau l tidak kare lna ru lsak atau l dise lbabkan ole lh alasan lainnya. 

kulrang te lgasnya pe lne lgakan hu lkulm ole lh badan yang be lrwe lnang me lnge lnai pe lrsyaratan 

yang haru ls dipe lnulhi ole lh se lse lorang dalam me lmpe lrole lh izin me lmiliki se lnjata konve lnsional yang 

be lrsifat small arms. 

Te lrkait de lngan hal te lrse lbult di atas, pe lnye llulndu lpan se lnjata api sangat mu ldah te lrjadi dan 

me lnimbullkan ke lkhawatiran bagi Indone lsia. Dipe lrlu lkan pe lnangan khu lsuls gu lna me lnge ltahuli 

moduls ope lrandi  mau lpu ln latar be llakang ke ljahatan-ke ljahatan me lnggulnakan se lnjata api se lrta 

ke lmulngkinan ke lce lnde lru lngannya, gu lna dapat dite lntu lkan langkah mau lpuln tindakan yang 

signifikan se lrta pe lningkatan pe lrtahanan dalam hal ini aparat milite lr, ke lpolisisan dan badan 

inte lle lje ln ulntulk me lngantisipasi masu lknya se lnjata api ile lgal mau lpuln ke lrjasama antar ne lgara 

dapat me lminimalisir se lrta me lnce lgah be lrke lmbangnya kasu ls-kasuls ke ljahatan yang me lnggulnakan 

se lnjata api, se lhingga te lrcipta situ lasi Kamtibmas yang kondu lsif di masyarakat. 

Dalam u lpaya pe lnce lgahan/pe lnanggullangan tindak pidana pe lnye llulndulpan se lnjata api 

pe lmelrintah indone lsia me lnggulnakan ke lte lntulan dari U lndang-ulndang Daru lrat Nomor 12 Tahu ln 



844  | Kevin Rizaldy, et al. 

Vol. 3 No. 2 (2023), Hal: 840-846   ISSN: 2828-2493 

1951, yang me lngatulr te lntang “se lnjata tajam atau l sajam”. 

Ke lte lntulan me lnge lnai se lnjata se lndiri te lrtulang di dalam pasal 2 ayat 1 yang be lrbulnyi, 

“Barang siapa yang tanpa hak me lmasu lkkan ke l Indone lsia, me lmbulat, me lne lrima, me lncoba 

me lmpe lrole lhnya, me lnye lrahkan atau l me lncoba me lnye lrahkan, me lngulasai, me lmbawa, me lmpulnyai 

pe lrse ldiaan padanya atau l me lmpulnyai dalam miliknya, me lnyimpan, me lngangku lt, 

me lnyelmbulnyikan, me lmpe lrgulnakan atau l me lnge llularkan dari Indone lsia se lsulatul se lnjata pe lmulkull, 

se lnjata pe lnikam, atau l se lnjata pe lnulsulk (slag, ste le lk, of stootwape ln), dihu lkulm de lngan hu lkulman 

pe lnjara se ltinggi-tingginya se lpullulh tahuln.” 

De lngan de lmikian, dapat dikatakan bahwa me lmbawa se lnjata tajam atau l 

me lnyellulndulpkannya tanpa hak dan me llanggar dari ke lte lntulan pe lratu lran pe lrulndang-

ulndangannya adalah pe lrbu latan me llanggar hu lkulm dan akan ditindak ole lh ke lpolisian. 

 

Analisis Bagaimana Penerapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap 

Pelaku Kasus Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi Kepada KKB 

Pe lnelgakan hulkulm te lrhadap pe llaku l pe lnye llulndulpan se lnjata api dan amu lnisi haru ls dilaku lkan 

de lngan ulpaya pe lnce lgahan baik dari se lgi pre lve lntif mau lpuln re lpre lsif. Kasu ls-kasu ls yang yang 

te llah te lrjadi te lntulnya me lnimbu llkan tanda tanya te lrhadap siste lm ke lamanan di ne lgara ke lsatu lan 

re lpulblik indone lsia (NKRI). de lngan dilaku lkan nya ulpaya pe lnce lgahan pre lve lntif dan re lpre lsif akan 

me lmpe lrmuldah prose ls pe lnce lgahan pe lnye llulndulpan se lnjata api dan amu lnisi di ne lgara ke lsatu lan 

re lpulblik indone lsia (NKRI).  

Indone lsia adalah ne lgara ke lpullau lan te lrbe lsar di du lnia yang lokasinya be lrada didae lrah 

strate lgis ulntulk lalu l-lintas inte lrnasional. Se lbagai ne lgara ke lpullau lan te lrbe lsar di du lnia, ada banyak 

e lfe lk positif dan ne lgatif yang te lrjadi ke lpada ne lgara ini. Salah satu l dari be lbe lrapa e lfe lk ne lgatif 

te lrse lbult adalah pe lnye llu lndulpan se lnjata api ile lgal di pe lrbatasan Indone lsia de lngan ne lgara 

te ltangga. 

Se lbagai bagian dari ke ljahatan transnasional yang te lrorganisasikan, pe lnye llulndulpan 

se lnjata api ile lgal me lmbu ltulhkan pe lnanganan dan pe lnye lle lsaian khu lsuls kare lna hal ini te lrjadi 

kare lna banyak faktor dan me lnye lntulh banyak aspe lk sosial. Me lskipu ln ke ljahatan ini su ldah 

me lncapai kondisi yang se lriuls, kita masih be llulm me lnge ltahu li apakah pe lme lrintah Re lpulblik 

Indone lsia su ldah me lmiliki pe lrjanjian bilate lral de lngan ne lgara te ltangga u lntu lk me lnye lle lsaikan 

ke ljahatan ini atau l be llulm. 

Ke lpe lmilikan se lnjata api ini se lndiri me lmang diatu lr se lcara te lrbatas di indone lsia. Di 

lingkulngan ke lpolisian dan TNI se lndiri te lrdapat pe lratu lran me lnge lnai prose ldulr ke lpe lmilikan dan 

syarat te lrte lntul ulntulk me lmiliki se lnjata api. Di lingku lngan masyarat sipil ju lga te lrdapat prose ldulr 

te lrte lntul ulntulk me lmiliki se lnjata api se lcara le lgal. Prose ldulr te lrse lbult diatu lr dalam Ulndang-Ulndang 

No. 8 Tahuln 1948 te lntang Pe lndaftaran Dan Pe lmbe lrian Izin Pe lmakaian Se lnjata Api. Pasal 5 ayat 

(1) UlUl No. 8 Tahu ln 1948 me lwajibkan se ltiap se lnjata api yang be lrada ditangan orang bu lkan 

anggota Te lntara atau l Polisi haru ls didaftarkan ole lh Ke lpala Ke lpolisian Kare lside lnan. Me lnulrult 

pasal 9 UlUl No. 8 Tahu ln 1948, se ltiap orang atau l warga sipil yang me lmpulnyai dan me lmakai 

se lnjata api haru ls me lmpu lnyai su lrat izin pe lmakaian se lnjata api me lnulrult contoh yang dite ltapkan 

ole lh Ke lpala Ke lpolisian Ne lgara. Su lrat izin pe lmakaian se lnjata api ini dibe lrikan ole lh Ke lpala 

Ke lpolisian Kare lside lnan atau l orang yang ditu lnju lkkannya. 

Maka dapat dilihat bahwa ke lpe lmilikan se lnjata api ole lh masyarakat sipil je llas 

me lmelrlulkan prose ldulr pe lrmohonan izin te lrte lntul me lncaku lp syarat ke lte lrampilan dan psikologis. 

Hal ini diatu lr dalam be lbe lrapa pe lratu lran pe lrulndang-u lndangan di atas. Bahkan su lrat izin  te lrse lbult 

haruls dipe lrpanjang pe lr jangka waktu l te lrte lntul. Ole lh kare lna itu l, ke lpe lmilikan se lnjata api ole lh 

masyarakat sipil bu lkanlah hal yang se lmbarangan. Bahkan,  ke lpe lmilikan tanpa hak atas se lnjata 

api dapat dijatu lhkan sanksi pidana hingga hu lku lman mati. Hal ini te lrkait pote lnsi be lsar 

pe lnyalahgu lnaan se lnjata api ile lgal yang bahkan dapat me lngancam ke lamanan dan stabilitas 

ne lgara. Ke lpolisian adalah pihak yang haru ls me lnindak te lgas ke lpe lmilikan se ljata api ole lh 

masyarakat sipil ini.  

Ke lpolisian Ne lgara Re lpulblik Indone lsia me lrulpakan alat ne lgara yang be lrpe lran dalam 

me lmellihara ke lamanan dan ke lte lrtiban masyarakat. Instru lme ln hulkulm yang lama dan tidak se lsulai 

lagi ju lga haru ls dipe lrbaharu li. Se llain itu l, tindakan pre lve lntif se lpe lrti razia se lnjata api ju lga haru ls 
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te lruls diulpayakan. Pe lngawasan pe lre ldaran se lnjata api ile lgal haru ls ditangani se lriu ls agar tidak 

te lrjadi pe lnyalahgu lnaan se lnjata api yang me lmbahayakan masyarakat. 
Salah satu l ke lte lntu lan Pe lratu lran pe lrulndang-ulndangan yang me lngatu lr te lntang 

ke lpelmilikan se lnjata api yang masih be lrlaku l hingga saat ini adalah U lndang-ulndang Daru lrat No. 

12 Tahuln 1951. Pe lnge lrtian dari U lndang-ulndang daru lrat itu l se lndiri me lrulpakan u lndang-ulndang 

yang dite ltapkan ole lh Pe lme lrintah tanpa pe lrse ltuljulan te lrle lbih dahu llul dari De lwan Pe lrwakilan 

Rakyat (DPR). U lndang-ulndang daru lrat ini dibu lat u lntu lk me lngatulr me lnge lnai pe lnye lle lnggaraan 

pe lmelrintahan yang pe lrlu l diatu lr de lngan se lge lra kare lna adanya ke ladaan daru lrat.  

Ulndang-ulndang daru lrat Nomor 12 tahu ln 1951 me lngatu lr te lntang “se lnjata tajam atau l 

sajam”, Ulndang-ulndang ini me lrulpakan salah satu l u lndang-ulndang daru lrat yang masih be lrlaku l 

hingga se lkarang. UlUl Daru lrat Nomor 12 Tahu ln 1951 dite ltapkan tanggal 1 Se lpte lmbe lr 1951 dan 

diulndangkan pada 4 Se lpte lmbe lr 1951. 

Ke lte lntulan me lnge lnai ke lpe lmilikan se lnjata api ille lgal te lrtu lang dalam Pasal 1 ayat (1) yang 

dise lbultkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak me lmasu lkkan ke l Indone lsia, me lmbu lat, me lne lrima, 

me lncoba me lmpe lrole lh, me lnye lrahkan atau l me lncoba me lnye lrahkan, me lngulasai, me lmbawa, 

me lmpulnyai pe lrse ldiaan padanya atau l me lmpulnyai dalam miliknya, me lnyimpan, me lngangku lt, 

me lnyelmbulnyikan, me lmpe lrgulnakan atau l me lnge llularkan dari Indone lsia se lsulatu l se lnjata api, 

mulnisi atau l se lsulatul bahan pe lle ldak, dihu lkulm de lngan hu lkulman mati atau l hulku lman pe lnjara 

se lulmulr hidu lp atau l hulku lman pe lnjara se lme lntara se ltinggi-tingginya du la pullulh tahu ln.” 
Lalul dalam Pasal 2 Ayat (1) be lrbulnyi, “Barang siapa yang tanpa hak me lmasu lkkan ke l 

Indone lsia, me lmbulat, me lne lrima, me lncoba me lmpe lrole lhnya, me lnye lrahkan atau l me lncoba 

me lnyelrahkan, me lngulasai, me lmbawa, me lmpulnyai pe lrse ldiaan padanya atau l me lmpu lnyai dalam 

miliknya, me lnyimpan, me lngangkult, me lnye lmbulnyikan, me lmpe lrgulnakan atau l me lnge llularkan 

dari Indone lsia se lsulatul se lnjata pe lmulkull, se lnjata pe lnikam, atau l se lnjata pe lnulsulk (slag, ste le lk, of 

stootwape ln), dihulkulm de lngan hu lkulman pe lnjara se ltinggi-tingginya se lpullulh tahu ln.” 

Dari ke lte lntulan pasal di atas, te lrdapat caku lpan yang lu las me lnge lnai ke lpe lmilikan se lnjata 

api yang diancam pidana dari me lmbulat hingga me lnge llularkan dari Indone lsia su latul se lnjata api 

Apabila ke lpe lmilikan se lnjata api di atas dilaku lkan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, 

digolongkan se lbagai tindak pidana) maka dapat dijatu lhkan sanksi pidana be lrulpa hu lkulman mati, 

pe lnjara se lulmulr hidu lp, atau l hulkulman pe lnjara dari 10 hingga 20 tahu ln. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Melkanismel para pellakul me lnyellulndulpkan selnjata api ke lpada KKB di Papula dilakulkan 

melnggulnakan 2 jalulr yang be lrbelda, yaitul jalulr darat, dan jalulr pelrairan nasional, hingga 

sampai kel tuljulan yaitul papula. Hal telrselbult telrjadi karelna kulrangnya sistelm pelngamanan 

di pelrbatasan Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia, yang melnye lbabkan oknulm-oknulm 

pe lnyellulndulpan selnjata api bisa belrgelrak lellulasa melmasulkan barang illelgal telrselbult kel 

dalam indonelsia. Lalul lelmahnya sistelm pelngamanan dan pelnelgakan hulkulm di lault 

nasional, yang diselbabkan olelh masalah anggaran pelrtahanan yang kulrang melmadai. 

Dalm ulpaya pelncelgahan tindak pidana pelnyellulndulpan selnjata api pelmelrintah indone lsia 

melnggulnakan keltelntulan dari Ulndang-ulndang Darulrat No 12 Tahuln 1951 yang melngatulr 

telntang seljata tajam. Kelte lntulan melngelnai selnjata tajam itul selndiri telrtulang dalam pasal 

1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) yang me lne lgaskan bahwa barangs siapa yang melmasulkan 

sulatul barang illelgal sulatul selnjata api tidak delngan pe lrulntulkannya dihulkulm de lngan 

hulkulman mati ataul hulkulman pelnjara dari 10 tahuln hingga 20 tahuln. 

2. Dalam pelne lrapannya Ulndang-ulndang Darulrat No 12 Tahuln 1951 itul selndiri melrulpakan 

ulndang-ulndang darulrat yang masih belrlakul hingga saat ini, Kelte lntulan melnge lnai 

ke lpelmilikan selnjata api illelgal telrtulang dalam Pasal 1 ayat (1) yang dise lbultkan : 

“Barangsiapa, yang tanpa hak melmasulkkan kel Indone lsia, melmbulat, melnelrima, melncoba 

melmpelrolelh, melnyelrahkan ataul melncoba melnyelrahkan, melngulasai, melmbawa, 

melmpulnyai pelrseldiaan padanya ataul melmpulnyai dalam miliknya, melnyimpan, 

melngangkult, melnyelmbulnyikan, melmpelrgu lnakan atau l melngellularkan dari Indone lsia 
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selsulatul selnjata api, mulnisi ataul selsulatul bahan pelleldak, dihulkulm delngan hulkulman mati 

ataul hulkulman pelnjara selulmulr hidulp ataul hulkulman pelnjara selmelntara seltinggi-tingginya 

dula pullulh tahuln.” Lalul dalam Pasal 2 Ayat (1) belrbulnyi, “Barang siapa yang tanpa hak 

melmasulkkan kel Indone lsia, melmbulat, melne lrima, melncoba melmpelrolelhnya, 

melnyelrahkan ataul melncoba melnyelrahkan, melngulasai, melmbawa, melmpulnyai 

pe lrseldiaan padanya ataul melmpulnyai dalam miliknya, melnyimpan, melngangkult, 

melnyelmbulnyikan, melmpelrgulnakan ataul me lngellularkan dari Indonelsia selsulatul se lnjata 

pe lmulkull, selnjata pelnikam, ataul selnjata pelnu lsulk (slag, stele lk, of stootwapeln), dihulkulm 

de lngan hulkulman pelnjara seltinggi-tingginya selpullulh tahuln.” Dari keltelntulan pasal di 

telrselbult, telrdapat cakulpan yang lulas melngelnai kelpelmilikan selnjata api yang diancam 

pidana dari melmbulat hingga melnge llularkan dari Indonelsia sulatul selnjata api Apabila 

ke lpelmilikan selnjata api di atas dilakulkan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, 

digolongkan selbagai tindak pidana) maka dapat dijatu lhkan sanksi pidana be lrulpa 

hulkulman mati, pelnjara selulmulr hidulp, ataul hu lkulman pe lnjara dari 10 hingga 20 tahu ln. 
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